5.1

Bab V
Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat

dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Obstruction of Justice merupakan tindakan menghalang-halangi proses
hukum. Pengaturan Obstruction of Justice sebenarnya telah tersebar dalam
ketentuan pidana umum (KUHP) maupun ketentuan pidana khusus. Dalam
ranah tindak pidana korupsi, Obstruction of Justice di atur dalam Pasal 21,
Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Tipikor. Proses menghalang-halangi
peradilan atau Obstruction of Justice lebih berkaitan dengan Pasal 21 UU
Tipikor. Namun rumusan tindak pidana dalam Pasal 21 terlalu luas sehingga
dapat menimbulkan subjektifitas dari aparat penegak hukumnya sendiri.
Selain itu, Pasal 21 hanya mengatur dalam ranah Penyidikan, Penuntutan,
dan Pemeriksaan Pengadilan. Apabila melihat kepada ketentuan Statuta
Roma maupun UNCAC, Obstruction of Justice meliputi semua upaya
penegakan hukum. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa Pasal
21 baiknya mengatur segala upaya penegakan hukum dalam tindak pidana
korupsi.

2. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang mana
pelakunya pun dinamakan penjahat berkerah putih. Tak jarang para
penjahat kerah putih ini sering melakukan perlawanan terhadap KPK atau
corruptor fight backs. Tindakan corruptor fight backs salah satunya adalah
dengan cara menyerang penyidik KPK yang sedang bertugas. Namun, dari
beberapa contoh kasus yang dialami oleh para penyidik KPK, tidak ada satu
pun pelaku yang dijerat oleh KPK. Padahal Pasal 21 UU Tipikor merupakan
pasal yang melindungi penyidik dari segala ancaman dan serangan yang
mengakibatkan tercegah, terintangi, atau tergagalkan proses penyidikan
dalam tindak pidana korupsi. Dalam kaitanya dengan penyerangan penyidik

92



KPK, rumusan tindak pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor sebenarnya
memenuhi semua unsur. Ketentuan Pasal 21 UU Tipikor cukuplah sampai
si pelaku melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan secara sadar
mengetahui perbuatan tersebut dapat mencegah, merintangi atau
menggagalkan suatu proses hukum yang sedang dilaksanakan. Selain itu,
rumusan Pasal 21 merupakan delik formil. Dengan demikian tindakan
menyerang penyidik KPK merupakan perbuatan merintangi kinerja dari
penyidik KPK itu sendiri, hal mana membuat proses kerjaannya menjadi
terhambat. Dengan demikian pelaku penyerangan penyidik KPK
seharusnya dapat dikenakan Pasal 21 UU Tipikor.

5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan ketentuan Obstruction of Justice khususnya dalam Pasal 21 UU
Tipikor mengikuti pedoman yang ada didalam UNCAC. Sehingga
perumusan Pasal 21 UU Tipikor menjadi luas terhadap seluruh upaya
penegakan hukum peradilan tindak pidana korupsi.

2. Diharapkan agar Pasal 21 UU Tipikor digunakan untuk melindungi para
penyidik KPK yang bertugas. Agar dalam pemberantasan tindak pidana

korupsi, penyidik lebih aman dan tidak ada hambatan lagi.
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